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ABSTRACT 

Economic tensions experienced by Russia due to EU sanctions affect trade relations with the EU. 
The decline in Russia's export capability has resulted in Russia's trade being much lower than the 
EU. This positions Russia on a negative trade balance that creates imbalances in the dynamics of 
Russian and EU trade. Assessing the impact of these economic sanctions, encourages Russia to 
respond to EU economic sanctions in 2014-2015. The results of this research describe Russia's 
response to EU economic sanctions by using economic power in the form of economic statecraft. 
Economic statecraft carried out by Russia is a negative sanction in the form of an embargo on 
agricultural and food products from EU member countries. 
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1. PENDAHULUAN 

 Rusia melakukan tindakan penaklukan 
wilayah lain dengan menggunakan kekerasan 
atau yang disebut dengan aneksasi terhadap 
wilayah Krimea di Ukraina pada awal Maret 
tahun 2014. Rusia mengerahkan sekitar 
150.000 pasukan militer yang didukung oleh 
beberapa peralatan lengkap seperti pesawat 
tempur, empat kapal perang dan delapan ratus 
tank militer. Jumlah pasukan yang tidak sedikit 
menyebabkan pasukan Rusia berhasil 
menguasai sepenuhnya kota-kota penting 
wilayah Krimea, infrastruktur sipil dan militer 
wilayah tersebut (Kamasa, 2014). Aneksasi 
Rusia didorong oleh dua faktor, yakni secara 
internal dan eksternal. 
         Tindakan aneksasi Rusia mendapatkan 
kecaman dari Uni Eropa (UE) karena dianggap 
melanggar beberapa hal. Pertama, melanggar 

empat ketentuan yang diatur dalan hukum 
internasional di bawah PBB. Kedua, melanggar 
perjanjian bilateral dengan Ukraina, yakni 
perjanjian Cooperation and Partnership 
Between Ukraine and Russia tahun 1997 
(Merezhko, 2015). Ketiga, melanggar perjanjian 
multilateral, yaitu Budapest Memorandum yang 
ditandatangani Rusia di tahun 1994. Keempat, 
tindakan aneksasi Rusia akan membuat 
eskalasi konflik lebih lanjut dan dapat 
mengancam keamanan Eropa (Marxsen, 2014). 
Keempat, aneksasi Rusia menciptakan situasi 
yang mengancam keamanan regional. 
Sehingga, UE bertindak untuk mengatasi 
permasalahan tersebut. 
       Bentuk kecaman UE adalah dengan 
memberikan Rusia empat sanksi. Keempat 
sanksi yang diberikan atas persetujuan Dewan 
Common Foreign and Security Policy yang 



2  diterapkan secara bertahap. Salah satu sanksi 
yang diberikan UE, yakni sanksi ekonomi 
menargetkan pada empat hal. Pada dasarnya 
target sanksi ekonomi adalah sektor energi. 
Sanksi ekonomi UE berisikan enam larangan 
yang terkait sektor energi Rusia.  
        Penerapan sanksi ekonomi oleh UE 
menyebabkan perekonomian Rusia mengalami 
penurunan pada pertengahan tahun 2014 
hingga tahun 2015. Selain berdampak pada 
perekonomian Rusia, sanksi ekonomi UE juga 
berdampak pada perdagangan Rusia dan UE. 
Sanksi ekonomi bertanggung jawab atas kira-
kira sepertiga dari total penurunan 
perekonomian Rusia. Selain itu, sanksi tersebut 
menyebabkan perdagangan Rusia jauh lebih 
rendah daripada UE. Hal tersebut ditandai 
dengan tingginya harga impor makanan Rusia 
yang berasal dari UE akibat jatuhnya nilai rubel 
(Gross & Mustilli, 2014). Sanksi ekonomi 
menyebabkan Rusia kehilangan pangsa pasar 
di UE, sementara pangsa pasar UE justru tetap 
stabil secara keseluruhan. Gros & Salvo (2014) 
menyebutkan bahwa jika Rusia tidak bertindak 
terhadap sanksi ekonomi tersebut, UE akan 
mendominasi perdagangan kedua pihak. 
Sehingga, menilai kontribusi sanksi ekonomi 
terhadap Rusia, sebagai negara yang menjamin 
kelangsungan hidup (survival) dan keamanan 
(security) nya, Rusia kemudian merespon 
sanksi ekonomi UE. 
2. KAJIAN PUSTAKA 
 Penelitian ini menggunakan dua tulisan 
ilmiah dan satu buah buku. Tulisan ilmiah 
pertama, ditulis oleh Kasmin (2015) yang 
berjudul Upaya Iran Dalam Mengatasi Embargo 

Minyak Uni Eropa pada Tahun 2012. Penelitian 
Kasmin (2015) membahas tindakan Iran 
terhadap serangkaian sanksi dan embargo 
minyak yang diberikan oleh UE pada tahun 
2012. Iran diberikan serangkaian sanksi dan 
embargo minyak oleh UE akibat tindakan 
negara tersebut mengembangkan program 
nuklir yang melewati batas kesepakatan 
Nuclear Non-Prolideration Treaty. 
 Serangkaian sanksi dan embargo minyak 
yang diberikan UE kepada Iran sebagai bentuk 
reaksi terhadap peningkatan program nuklir Iran 
yang melewati kesepakatan NPT. Embargo 
minyak merupakan reaksi UE yang paling 
memberikan dampak signifikan terhadap 
perekonomian Iran. Sebagai negara yang 
menyandarkan perekonomiannya terhadap 
sektor migas, embargo minyak UE dengan 
cepat menurunkan produksi dan transaksi 
ekspor Iran. Produksi Iran diperkirakan 
menurun sekitar 9% menjadi rata-rata sekitar 
3,3 juta barel per hari. Iran diperkirakan akan 
kehilangan lebih dari 300 ribu bph dan 200 bph. 
Sejak diberlakukan embargo, Iran kesulitan 
untuk mengimpor bahan pangan karena mata 
uang negara tersebut melemah.  
 Dampak yang ditimbulkan oleh embargo 
minyak oleh UE kemudian memposisikan Iran 
untuk mencari cara agar perekonomian 
negaranya bisa tetap stabil. Pertama, Iran 
mengurangi pasokan minyak kepada seluruh 
negara-negara anggota UE. Kedua, menutup 
selat Harmuz yang berperan penting bagi 
pengiriman minyak di dunia yang bertujuan 
untuk menciptakan krisis minyak di sejumlah 
negara-negara anggota UE. 



3   Penelitian Kasmin (2015) menggunakan 
teori Realisme untuk menggambarkan perilaku 
negara ketika ada tindakan aktor lain yang 
mengancam kelangsungan hidupnya. Tulisan 
Kasmin (2015) memperlihatkan bahwa Iran 
melakukan suatu tindakan terhadap embargo 
minyak UE yang telah menyebabkan Iran 
mengalami penurunan dan ketidakstabilan 
ekonomi. Tulisan Kasmin (2015) membantu 
Peneliti untuk melihat bahwa negara akan 
melakukan suatu tindakan terhadap tindakan 
aktor lain yang telah menyebabkan negara 
tersebut mengalami tekanan ekonomi. 
 Kajian pustaka kedua, tulisan dari Aigerim 
Raimzhanova (2015) yang berjudul Power in IR: 
Hard, Soft, and Smart. Raimzhanova (2015) 
membahas mengenai kedudukan kekuatan 
ekonomi dalam HI. Pada abab ke-21, dunia 
sedang mengalami transformasi kekuatan atau 
power. Raimzhanova (2015) menyebutkan 
bahwa power saat ini tidak lagi mengarah pada 
kekuatan militer yang telah menjadi kekuatan 
utama dalam HI.  
 Raimzhanova mengklasifikasikan tiga 
power dalam Hubungan Internasional, hard 
power, soft power dan smart power. Hard power 
diartikan sebagai bentuk kekuatan yang tertua 
karena kekuatan ini terhubung dengan gagasan 
bahwa sistem internasional anarkis. Salah satu 
kekuatan yang juga masuk ke dalam hard 
power, yakni kekuatan ekonomi. Masuknya 
kekuatan ekonomi ke dalam hard power, 
menyebabkan kekuatan ekonomi yang memiliki 
kedudukan setara dengan kekuatan militer.  Raimzhanova (2015) menyebutkan bahwa 
hard power didefinisikan sebagai kemampuan 

untuk mencapai tujuan seseorang melalui 
tindakan bujukan atau ancaman yang 
memaksa. Tindakan ancaman yang memaksa 
dapat menggunakan kekuatan militer seperti 
persenjataan militer atau kekuataan ekonomi. 
Raimzhanova (2015) menggunakan konsep 
Power untuk menggambarkan kedudukan 
kekuatan ekonomi yang setara dengan 
kekuatan militer dalam HI, yakni sebagai hard 
power yang dapat digunakan sebagai tindakan 
ancaman memaksa untuk menggapai suatu 
tujuan. Tulisan Raimzhanova (2015) 
memberikan kontribusi kepada Peneliti dalam 
melihat bahwa kekuatan ekonomi memiliki 
kedudukan yang sama pentingnya dengan 
kekuatan militer. 
        Kajian pustaka ketiga diambil dari buku 
yang berjudul Logika Hubungan Internasional: 
Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional, dan 
Tatanan Dunia 2 yang ditulis oleh Walter S. 
Jones pada tahun 1988. Jones (1998) 
membahas mengenai tindakan Jepang yang 
dapat mengimbangi perdagangan Amerika 
Serikat menggunakan kekuatan ekonominya. 
Negara tersebut merupakan salah satu negara 
yang meraih status kekuatan utama akibat 
kebangkitan kekuatan ekonominya yang hanya 
berada di bawah Amerika Serikat dan Uni 
Soviet.  
     Jepang, dengan kekuatan ekonominya 
mampu menembus dominasi perdagangan 
Amerika Serikat. Hal tersebut ditandainya 
dengan kemampuan Jepang menjadi pemasok 
utama barang-barang industri yang dominan di 
seluruh Asia. Jepang membuktikan bahwa 
dengan kekuatan ekonominya, negara tersebut 



4  mampu memimpin Asia dan Pasifik dan berhasil 
menandingi dominasi Amerika Serikat dalam 
perdagangan. Hal tersebut membuktikan bahwa 
tanpa kekuatan militer, Jepang mampu bersaing 
di pasar-pasar dunia. Jones (2008) dalam 
tulisannya menggunakan konsep Balance of 
Power (BoP) untuk menggambarkan tindakan 
Jepang yang mengimbangi dominasi 
perdagangan Amerika Serikat melalui kekuatan 
ekonomi. Tulisan Jones (2008) memberikan 
kontribusi terhadap penelitian ini untuk melihat 
bahwa kekuatan ekonomi merupakan salah 
satu faktor penentu BoP pasca Perang Dingin.  
        Peneliti, dalam penelitian ini menggunakan 
satu teori dan dua konsep, yakni teori realisme, 
konsep power dan Balance of Power (BoP). 
Teori Realisme digunakan dalam 
menggambarkan perilaku negara terhadap 
tindakan atau ancaman yang ditimbulkan oleh 
aktor lain yang mengancam kelangsungan 
hidup (survival). Jackson & Sorensen (2013) 
menyebutkan bahwa salah satu asumsi dasar 
realisme adalah menunjung tinggi keamanan 
nasional (security) dan kelangsungan hidup 
(survival). Aspek terpenting bagi realisme 
adalah bagaimana negara berusaha untuk 
mempertahankan keberadaannya (survive). 
Sehingga, negara sebagai entitas yang 
independen akan melakukan berbagai cara 
untuk menjamin dua hal tersebut dengan 
mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat. 
      Sanksi ekonomi UE yang menargetkan 
pada sektor energi, menyebabkan Rusia 
mengalami stagnasi dan resesi ekonomi selama 
satu tahun. Sanksi ekonomi mengancam 
kelangsungan hidup (survival), khususnya 

sektor finansial Rusia. Negara tersebut 
kemudian bertindak terhadap sanksi ekonomi 
UE untuk menjamin kelangsungan hidupnya 
(survival). 
 Konsep power digunakan untuk 
menggambarkan kekuataan ekonomi dapat 
menjadi ancaman eksplisit bagi aktor lain. 
Couloumbis & Wolfe dalam Triwahyuni (n.d) 
menyebutkan bahwa power terdiri dari tiga 
unsur, yakni force, authority dan influence. 
Argumen Couloumbis & Wolfe yang 
menyebutkan bahwa kekuatan ekonomi masuk 
ke dalam unsur pertama power, yakni force 
membuktikan bahwa secara umum kekuatan 
ekonomi berada di posisi yang sama dengan 
kekuatan militer, yakni dapat menjadi suatu 
ancaman. Sehingga, negara memaksimalkan 
power yang dimiliki untuk mempengaruhi 
tindakan aktor lain. 
 Konsep BoP digunakan untuk 
menggambarkan perilaku mengimbangi yang 
dilakukan negara terhadap ancaman yang 
ditimbulkan aktor lain. BoP memiliki dua srayat 
menurut Waltz (Paul, Fortman & Wirtz, 2004), 
yakni (1) tatanan dunia yang bersifat anarkis 
dan (2) tatanan yang dipenuhi oleh aktor atau 
unit lain yang selalu ingin mempertahankan 
hidupnya (survival). Sehingga, BoP didasarkan 
pada anggapan bahwa negara berusaha 
bertahan sebagai entitas yang independen. 

Pada dasarnya, BoP bertumpu pada 
kekuatan militer. Hal tersebut disebabkan 
karena kekuatan militer merupakan sumber 
kekuatan yang paling kuat. Namun, perubahan 
pada kekuatan (power) Pasca Perang Dingin 
menjadikan kekuatan ekonomi sebagai faktor 



5  determinan dalam pembentukan BoP. Kekuatan 
ekonomi semakin saling terkait dengan faktor-
faktor politik dan menjadi isu high politics, yakni 
sama pentingnya dengan keamanan (Wenger & 
Zimmerman, 2003). Cooper (2004) 
menyebutkan bahwa kekuatan ekonomi 
menjadi faktor penting ketika menilai status 
kekuatan suatu negara di dunia. 

Ketegangan ekonomi yang dialami Rusia 
berdampak pada perdagangan Rusia dan UE. 
Aibat ketegangan tersebut, perdagangan Rusia 
jauh lebih rendah daripada UE. Situasi tersebut 
menciptakan ketidakseimbangan pada dinamika 
perdagangan Rusia dan UE. 
Ketidakseimbangan yang menempatkan Rusia 
pada neraca perdagangan negatif. Sehingga, 
untuk menyeimbangkan kembali, Rusia akan 
melalukan satu atau berbagai cara untuk 
memulihkan ketidakseimbangan yang terjadi, 
salah satunya adalah dengan mengembargo 
porduk pertanian dan makanan UE yang 
menjadi impor Rusia.  
3. METODELOGI PENELITIAN 
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian 
kualitatif berjenis deskriptif-kualitatif untuk 
menggambarkan respon Rusia terhadap sanksi 
ekonomi UE tahun 2014-2015. Sumber data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sumber data sekunder yang akan di peroleh 
dari berbagai literature terkait topik penelitian. 
Menurut Somantri (2005) salah satu bentuk 
sumber data sekunder, yaitu melalui dokumen. 
 Penelitian ini menggunakan tingkatan 
analisa sistem internasional karena melihat 
interaksi aktor-aktor HI yang terlibat di 

dalamnya, yakni aksi-reaksi. Tindakan aksi 
suatu negara melakukan tindakan agresi serta 
aneksasi di wilayah negara lain, direspon oleh 
OI dengan memberikan sanksi ekonomi 
sebagai bentuk reaksi. Kemudian, dampak 
sanksi ekonomi di respon kembali oleh negara 
target sebagai bentuk reaksi. 
 Penelitian ini menggunakan teknik 
penelitian dokumentasi melalui studi 
kepustakaan yang lebih menekankan pada 
pencarian data lewar informasi yang terdapat 
dalam buku, jurnal ataupun laporan-laporan dari 
pemerintah terkait.  
       Teknik penyajian data yang digunakan 
pada penelitian ini adalah secara narasi 
ataupun berupa gambar, grafik, tabel dan 
diagram. Hasil analisa data penelitian ini 
disajikan dalam bentuk teks narasi dan dibagi 
ke dalam beberapa sub bab terkait. Sub bab 
pertama akan menggambarkan mengenai 
gambaran umum objek penelitian. Sub bab 
kedua akan menggambarkan hasil temuan 
dengan menggunakan konsep yang telah 
ditentukan. Hasil temuan dalam penelitian ini 
adalah perilaku objek penelitian merespon 
sanksi ekonomi UE dengan memaksimalkan 
kekuatan ekonomi untuk mengimbangi sanksi 
ekonomi UE. Salah satu perilaku negara untuk 
menyeimbangkan sanksi ekonomi yang diterima 
akan dianalisa oleh Teori Realisme, konsep 
power dan konsep BoP. 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Krisis internal Ukraina yang terjadi pada 
tahun 2013 merupakan pemicu dari tindakan 
Rusia menganeksasi wilayah Krimea di 
Ukraina. Krisis tersebut terjadi dilatarbelakangi 



6  oleh keputusan Presiden Ukraina Viktor 
Yanukovych yang secara sepihak membatalkan 
untuk menandatangani pakta kerja sama EU-
Ukraine Association Agreement antara UE dan 
Ukraina. Pembatalan tersebut diawali ketika 
Ukraina mengalami masalah ekonomi, 
Yanukovyh diberikan dua pilihan untuk 
menyelesaikan masalah tersebut (Fitri, 2017) 
Pertama, diberi pinjaman oleh UE dan bersedia 
untuk bergabung sebagai anggota UE. Kedua, 
menerima bantuan pinjaman dari Rusia dan 
juga diberi potongan harga gas bumi. 
Yanukovyh akhirnya memilih pinjaman dari 
Rusia dan juga memilih negara tersebut 
sebagai mitra dagangnya setelah melalui empat 
serangkaian negosiasi. Penandatanganan 
naskah kerja sama JAP dilakukan dalam 
persidangan ke-6 Komite Kerja Sama antara 
Rusia-Ukraina (Fadly, 2015). 
        Keputusan Presiden Ukraina tersebut 
menyebabkan masyarakat Ukraina melakukan 
demonstrasi. Demontrasi kemudian meluas 
untuk memberhentikan rezim pemerintahan 
Yanukovyh sebagai Presiden Ukraina ketika 
diadakannya mosi tidak percaya kepada 
pemerintah (Oktaviano & Fachri, 2015). 
Yanukovyh kemudian menulis surat untuk 
Presiden Rusia Vladimir Putin menyebutkan 
bahwa kondisi di Ukraina sedang tidak kondusif 
dan wilayah Krimea terancam. Selain itu, 
Yanukovyh meminta bantuan untuk melindungi 
masyarakat sipil dan ketertiban di Ukraina 
dengan mengirimkan pasukan militer. 
        Pemerintahan Ukraina yang baru lebih 
condong kepada Barat dan UE. Kebijakan yang 
dikeluarkan mengandung perlawanan terhadap 

Rusia (Rahmaidah, 2016). Kebijakan tersebut, 
yakni pembatasan hak-hak politik bagi 
masyarakat beretnis Rusia serta larangan untuk 
menggunakan bahasa Rusia di Ukraina. 
Kebijakan tersebut dianggap Rusia sebagai 
bentuk ancaman bagi wilayah Krimea sebagai 
satu-satunya wilayah di Ukraina yang beretnis 
Rusia. Rusia kemudian memenangkan veto di 
parlemen untuk mengintervensi konflik internal 
Ukraina lebih jauh, yakni dengan mengerahkan 
150.000 pasukan militer ke wilayah Krimea 
pada awal Maret 2014 (Lembaga Kajian 
Syamina, 2014). Jumlah pasukan yang tidak 
sedikit menyebabkan Rusia mampu menguasai 
sepenuhnya kota-kota penting, instalasi 
strategis, infrastruktur sipil dan militer wilayah 
Krimea. Selain itu, pasukan Rusia juga telah 
memblokade seluruh wilayah Krimea termasuk 
blockade di laut. 
 Ada dua faktor yang melatarbelakangi 
tindakan aneksasi Rusia. Pertama, secara 
internal, Rusia menginginkan wilayah Krimea 
yang pernah menjadi bagian dari Sosialis Soviet 
Rusia sejak tahun 1920 untuk bergabung 
kembali menjadi bagian dari Federasi Rusia. 
Wilayah Krimea diberikan kepada Soviet 
Ukraina oleh Nikita Khruschev pemimpin Uni 
Soviet saat itu. Wilayah Krimea kemudian 
berada di bawah kedaulatan Ukraina ketika 
negara tersebut merdeka pada tahun 1991 dan 
diakui sebagai pembagian administratif Ukraina 
serta diakui secara internasional (Matzek, 
2016). Secara eksternal, kudeta pemerintahaan 
di Kiev menyebabkan terjadinya ketidakstabilan 
politik di Ukraina. Konflik internal Ukraina yang 
meluas menjadi konflik ideologi, yakni pro-UE 



7  dan pro-Rusia. Pemerintahan Ukraina yang 
baru mengeluarkan beberapa kebijakan yang 
mendeskriminasi masyarakat Krimea. 
Sehingga, Rusia melalukan tindakan aneksasi 
untuk menyelamatkan hidup serta hak 
masyarakat Krimea. 
 Penggulingan Viktor Yanukovyh secara 
illegal mendorong masyarakat Krimea 
melakukan resolusi referendum. Referendum 
tersebut sebagai bentuk ketidaksetujuan 
terhadap penggulingan tersebut. Tanggal 16 
Maret 2014, masyarakat Krimea mengadakan 
referendum untuk memilih nasib wilayah 
Krimea. Hasil referendum menyatakan bahwa 
sekitar 96,77% masyarakat Krimea ingin 
bergabung kembali menjadi bagian dari 
Federasi Rusia. Rusia kemudian 
menandatangani UU penggabungan wilayah 
Krimea ke Rusia. Sehingga, secara de facto, 
wilayah Krimea berada pada kedaulatan Rusia. 
 Tindakan aneksasi Rusia melanggar 
beberapa ketentuan hukum internasional di 
bawah Piagam PBB. Pertama, prinsip non 
intervensi sebagai salah satu fondasi dasar 
dalam hukum internasional yang berkaitan erat 
dengan prinsip kedaulatan teritorial negara 
yang termanifestasikan dalam Pasal 2 (7) 
Piagam PBB (Gerdzhikova, 2015). Kedua, 
Rusia melanggar Resolusi Majelis Umum PBB 
No. 2131 Tahun 1965 Tentang Declaration on 
Inadmissibility of Intervention in the Domestic 
Affairs of States and The Protection of Their 
Independence and Sovereignty pada Pasal 1 
yang menyatakan bahwa melarang setiap 
negara melakukan intervensi dengan alasan 
apapun terhadap persoalan internal dan 

eksternal dari negara lain. Ketiga, Resolusi 
Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970 
tentang Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum 
Internasional mengenai Hubungan Ramah dan 
Kerja sama antar Negara-negara sesuai 
dengan Piagam PBB. Larangan penggunaan 
kekuatan diwujudkan dalam Pasal 2 (4) Piagam 
PBB yang menyebutkan bahwa semua anggota 
PBB harus menahan diri dari ancaman atas 
penggunaan terhadap integritas teritorial negara 
manapun atau melakukan apa pun yang tidak 
sesuai dengan tujuan PBB. Keempat, 
melanggar Resolusi 3344 yang dikeluarkan 
pada tahun 1974 mengenai tindakan agresi. 
 Rusia juga melanggar perjanjian bilateral 
dan multilateral. Secara bilateral, Rusia 
melanggar perjanjian dengan Ukraina, yakni 
The 1997 Treaty on Friendship, Cooperation, 
and Partnership between Russia and Ukraine. 
Perjanjian ini membangun hubungan timbal 
balik berdasarkan prinsip saling menghormati 
atas kesetaraan, kedaulatan, integritas teritorial, 
melakukan penyelesaian perselisihan dengan 
damai, serta tidak menggunakan kekuatan atau 
ancaman kekuatan termasuk dengan cara 
ekonomi dan lainnya (Posner, 2014). Secara 
multilateral, Rusia melanggar perjanjian 
Budapest Memorandum pada tahun 1994 
mengenai jaminan keamanan bagi Ukraina 
(Marxsen, 2014). Rusia, dalam perjanjian 
tersebut mengukukuhkan kedaulatan dan 
integritas teritorial Ukraina sebagai negara 
merdeka. 
    Selain itu, aneksasi Rusia dianggap akan 
mengancam keamanan serta perdamaian di 
Eropa, yakni akan menyebabkan eskalasi 



8  konflik lebih jauh. Negara-negara anggota UE, 
dalam pembentukkan UE memiliki tujuan untuk 
menjamin keamanan serta perdamaian di 
Eropa. Sehingga, UE bertindak untuk 
mengatasi tindakan aneksasi Rusia. Bentuk 
kecaman UE adalah dengan memberikan 
serangkaian sanksi atas persetujuan Dewan 
Common Foreign and Security Policy. Pada 
tahap pertama dan kedua, UE menerapkan 
sanksi diplomatik-politik serta pembekuan aset 
dan visa yang diberlakukan pada Maret 2014, 
kemudian dilanjutkan dengan sanksi 
pembatasan Sevastopol dan Krimea. UE 
memperluas sanksi dengan memberikan sanksi 
ekonomi terhadap Rusia yang diberlakukan 
pada Juli 2014 (Veebel, 2015). 
        Sanksi ekonomi UE merupakan sanksi 
yang paling memberikan dampak besar bagi 
perekonomian Rusia. Hal tersebut disebabkan 
karena sanksi ekonomi pada dasarnya 
menargetkan pada sektor energi yang 
berkontribusi besar dalam pertumbuhan 
ekonomi Rusia dan faktor penggerak utama 
dalam perdagangan Rusia dan UE. Ada enam 
larangan dalam sanksi ekonomi UE, yaitu (1) 
larangan UE kepada negara-negara anggota 
beserta perusahaan di dalamnya untuk tidak 
lagi melakukan bisnis di Rusia, (2) pembatasan 
akses Rusia ke pasar modal UE (3) larangan 
ekspor, menjual atau memasok teknologi 
senjata ganda dari UE ke Rusia, yakni barang-
barang industri sipil yang digunakan sebagai 
persenjataan untuk tujuan militer dengan 
sembilan perusahaan Rusia. Pada larangan ini 
juga diterapkan larangan untuk memberikan 
bantuan teknis terkait teknologi senjata ganda, 

(4) larangan ekspor peralatan yang 
berhubungan dengan energi tertentu atau 
teknologi untuk Rusia. Larangan tersebut 
bertujuan agar Rusia tidak dapat melakukan 
pengeboran dan pengujian untuk 
mengembangkan cadangan minyak atau 
melakukan proyek yang berpotensi untuk 
menghasilkan minyak, (5) Rusia dilarang untuk 
mengeksplorasi minyak di daerah lepas pantai 
utara lingkaran Arktik dan melakukan eksplorasi 
minyak di perairan yang lebih dalam dari 150 
meter dan (6) memberlakukan blacklist 
terhadap perusahaan-perusahaan minyak dan 
gas Rusia (European Union, n.d).  
 Dampak yang dialami Rusia akibat sanksi 
ekonomi, yakni sebuah perlambatan ekonomi, 
depresiasi rubel, tekanan terhadap anggaran 
serta memburuknya neraca keuangan Rusia 
(European Parliament, 2016). Menurut 
Australian Government Department of Foreign 
Affairs and Trade (n.d), Rusia mengalami 
penurunan pada PDB negara tersebut menurun 
menjadi sekitar US$ 2.063,7 dan menurunkan 
kembali menjadi US$ 1.365,9 pada tahun 2015. 
Sedangkan untuk PDB per kapita Rusia 
memiliki sekitar 16.022,7 pada tahun 2013. 
Sanksi ekonomi kemudian menurunkan PDB 
per kapita Rusia selama satu tahun, yakni 
menjadi US$ 14.388,0 pada tahun 2014 dan 
menurun kembali menjadi US$ 9.521,1 pada 
tahun 2015. Real GDP Growth Rusia menurun 
tajam berada pada titik -3.0%. 
 Sanksi ekonomi menyebabkan FDI UE 
dalam ekonomi Rusia menurun sebesar 44% 
pada tahun 2014 (Nevskaya, 2016). Produksi 
minyak di Rusia penting bagi pasar energi 



9  global, yakni negara tersebut memiliki sekitar 
12% pangsa output untuk minyak dunia kedua 
setelah Arab Saudi (Henderson, 2015). Sanksi 
ekonomi UE menyebabkan harga minyak dunia 
turun sekitar 50% pada pertengahan tahun 
2014. Dinamika harga minyak secara langsung 
mempengaruhi stabilitas anggaran Rusia. 
Harga mintyak sebelum sanksi ekonomi pada 
bulan Januari 2014 adalah diatas $ 110 per 
barel. Kemudian, harga minyak menurun 
mendekati $60 dari bulan Juli sampai 
Desember 2014 (World Economic Forum, 
2015). 
 Sanksi ekonomi UE juga berdampak 
terhadap dana cadangan Rusia. Dana 
cadangan Rusia yang dinvestasikan ke dalam 
dolar, euro dan sterling menurun selama satu 
tahun, yakni dari awal Maret 2014 hingga awal 
April 2015. Total penurunan pada awal Maret 
2014 adalah 87.5, sedangkan untuk awal April 
2015 adalah 75.7 (Simola, 2015). Perdagangan 
Rusia akibat sanksi ekonomi mengalami 
penurunan dari EUR 326 miliar menjadi EUR 
285 miliar (European Leadership Network, 
2017). Nilai mata uang Rusia mengalami 
penurunan terhadap nilai mata uang lain, yang 
disebut dengan depresiasi rubel. Rubel Rusia 
menurun sekitar 50% terhadap dolar dan 34% 
terhadap euro (Smith & Nugee, 2015). Selain 
itu, cadangan devisa Rusia juga mengalami 
penurunan 
 Sanksi ekonomi UE juga berdampak 
terhadap dinamika perdagangan Rusia dan UE. 
Ketegangan ekonomi di Rusia menyebabkan 
perdagangan Rusia jauh lebih rendah dari UE. 
Hal tersebut dilihat dari GDP Rusia yang 

menurun tajam sedangkan GDP UE cenderung 
stabil hingga tahun 2015. Hal tersebut 
menciptakan ketidakseimbangan terhadap 
dinamika perdagangan kedua pihak. Situasi 
tersebut mengakibatkan UE mendominasi 
dinamika perdagangan kedua pihak (Gross & 
Salvo, 2017). Menilai kontribusi sanksi ekonomi 
UE terhadap dua hal tersebut, Rusia kemudian 
merespon sanksi ekonomi UE pada 
pertengahan tahun 2014. 
 Aspek terpenting bagi Realisme adalah 
bagaimana negara berusaha untuk 
mempertahankan keberadaannya (survive). 
Hutori menyebutkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi yang stabil dapat membantu negara 
untuk menjamin keberadaannya (survive) dalam 
kegiatan ekonomi seperti perdagangan 
internasional. Pertumbuhan ekonomi dan SDA 
memiliki kaitan yang erat, yakni secara teoritis 
SDA dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. 
Energi sebagai salah satu SDA memiliki peran 
dalam pertumbuhan ekonomi, yakni 
menggerakkan roda perekonomian negara 
karena energi berkontribusi terhadap 
pendapatan suatu negara (Wardhani, 2015). 
 Pentingnya peran energi bagi 
perekonomian negara, sama pentingnya 
dengan Rusia. Kepemilikan sektor energi yang 
melimpah menjadikan Rusia sebagai negara 
yang kaya secara finansial. Hal tersebut 
disebabkan karena pertumbuhan ekonomi 
Rusia di dorong oleh ekspor energi, yakni 
sekitar 70% pendapatan berasal dari minyak 
(OSW Report, 2015). Besarnya kontribusi 
energi pada perekonomian Rusia, menjadikan 
energi sebagai faktor kelangsungan hiudp 



10  (survival) negara tersebut. Namun, sanksi 
ekonomi UE yang menyebabkan Rusia 
mengalami ketegangan ekonomi, mengancam 
kelangsungan hidup (survival) dan keamanan 
(security) negara tersebut khususnya pada 
sektor finansial.  
 Ketika negara mendapatkan tindakan 
berupa ancaman yang mengancam 
kelangsungan hidup (survival) dan kemanan 
(security), Waltz dalam Sheehan (1996) 
menjelaskan bahwa negara, pada dasarnya, 
untuk tetap bisa bertahan (survive), akan 
berfungsi secara fungsional, yakni berperilaku 
dengan cara yang sama atau serupa. 
Tujuannya adalah untuk mengimbangi tindakan 
atau ancaman yang ditimbulkan oleh aktor lain. 
Argumen Waltz dalam Sheehan (1996) tersebut 
menggambarkan bagaimana Rusia merespon 
sanksi ekonomi UE yang telah menyebabkan 
negara tersebut mengalami krisis ekonomi dan 
posisi yang merugikan pada dinamika 
perdagangan dengan UE. Respon Rusia adalah 
dengan memberikan sanksi yang sama, yakni 
sanksi ekonomi berupa embargo. Tujuan Rusia 
merespon dengan cara tersebut adalah, 
menurut pernyataan Putin selaku Presiden 
Rusia dalam Gross & Salvo (2107) akan 
membawa UE pada posisi yang sama dengan 
Rusia.  
 Perilaku menyeimbangkan tindakan atau 
ancaman dari aktor lain pada dasarnya 
bertumpu pada kekuatan (power) militer. 
Namun, Wenger & Zimmerman (2003) 
menyebutkan bawa pasca Perang Dingin, 
terjadinya pergeseran kekuatan (power) utama, 
yakni militer ke ekonomi. Pergeseran tersebut 

menjadikan kekuatan (power) ekonomi memiliki 
posisi yang setara dengan militer. Jones (1998) 
menyebutkan bahwa kekuatan (power) ekonomi 
kemudian menjadi faktor determinan untuk 
menyeimbangkan ancaman aktor lain. Argumen 
Jones (1998) menggambarkan respon Rusia 
terhadap sanksi ekonomi UE, yakni dengan 
menggunakan kekuatan ekonomi. Sebagai 
negara yang memiliki indeks kekuatan militer 
terbesar di dunia setelah AS, Rusia, dalam 
merespon sanksi ekonomi UE tidak mengambil 
langkah dengan menggunakan kekuatan militer, 
melainkan dengan menggunakan kekuatan 
ekonomi berupa sanksi ekonomi berupa 
embargo.  

Dampak eksternal akibat sanksi ekonomi, 
yakni memposisikan Rusia pada neraca 
perdagangan negatif dalam dinamika 
perdagangan Rusia dan UE, menciptakan 
ketidakseimbangan dalam perdagangan 
tersebut. Ketidakseimbangan tersebut ditandai 
dengan perdagangan Rusia jauh lebih rendah 
dari UE. Situasi tersebut mengakibatkan UE 
mendominasi dinamika perdagangan kedua 
pihak (Gross & Salvo, 2017). Jones (1998) 
menyebutkan bahwa pergeseran kekuatan 
pasca Perang Dingin menyebabkan kekuatan 
ekonomi menjadi faktor determinan dalam 
pembentukan BoP. Sehingga, untuk 
menyeimbangkannya, Rusia menggunakan 
kekuatan ekonomi dengan melakukan 
economic statecraft berupa sanksi negatif. 
Rusia, dengan mempertimbangkan 
ketergantungan perdagangan dengan negara-
negara anggota UE dan sebagai mitra dagang 
terbesar kedua untuk produk agrikultur dan 



11  makanan tertentu UE, memutuskan untuk 
merespon dengan melakukan sanksi negatif, 
yakni embargo produk agrikultur dan makanan 
tertentu yang menjadi impor Rusia. Semua 
negara-negara anggota UE berada di bawah 
embargo Rusia.  
        Keputusan Rusia untuk menerapkan 
embargo terhadap negara-negara anggota UE, 
diterapkan secara bertahap melalui empat surat 
keputusan. Surat keputusan pertama, pada 
tanggal 6 Agustus 2014 No. 560 yang 
menyatakan langkah ekonomi khusus untuk 
melindungi keamanan nasional Rusia. Surat 
pertama berisikan langkah awal untuk 
merespon sanksi ekonomi dengan menetapkan 
langkah-langkah yang dilakukan, Rusia 
melanjutkan dengan menandatangani surat 
keputusan kedua pada tanggal 7 Agustus 2014 
No. 778 yang mendefinisikan daftar produk 
yang menjadi target embargo Rusia dari 
negara-negara yang memberikan sanksi 
ekonomi, khususnya bagi anggota negara-
negara UE (Kapsdorferova & Sviridova, 2014). 

 

     Setelah mengeluarkan surat keputusan 
pertama dan kedua, Rusia kembali 
mengeluarkan surat keputusan ketiga No. 830 
pada tanggal 20 Agustus 2014 berisikan 
perubahan pada daftar produk susu. Produk 
susu yang diembargo adalah susu bebas 
laktosa. Rusia menindaklanjuti perubahan pada 
surat keputusan ketiga dengan mengeluarkan 
surat keputusan keempat tanggal 25 Juni 2015 
No. 625. Sebagai langkah akhir, Rusia 
mengeluarkan keputusan mengenai 
penghancuran produk agrikultur dan makanan 
yang menjadi target embargo yang sudah 
berada di Rusia. 

Keputusan Rusia untuk merespon dengan 
menerapkan embargo, bertujuan untuk 
mengimbangi sanksi ekonomi UE dan 
menempatkan UE pada posisi yang sama 
dengan Rusia. Perilaku Rusia untuk 
mengimbangi sanksi ekonomi UE dengan 
memberikan sanksi serupa, menurut Mingst 
(2003) dapat dilakukan dengan economic 
statecraft, yakni sanksi negatif berupa embargo 
produk agrikultur dan makanan UE.  
 
5. KESIMPULAN 
 Kekuatan ekonomi yang juga bagian dari 
hard power, memiliki kedudukan yang setara 
dengan kekuatan militer, yakni dapat menjadi 
ancaman eksplisit bagi negara dalam 
menguasai atau mengawasi perilaku negara 
lain. Kedudukan yang setara tersebut 
menyebabkan kekuaran ekonomi menjadi faktor 
yang determinan dalam pembentukan Balance 
of Power. Berdasarkan hasil penelitian ini, 
diperoleh kesimpulan bahwa respon Rusia 



12  terhadap sanksi ekonomi UE, dapat 
diidentifikasi menggunakan teori Realisme dan 
dua konsep, yakni power dan Balance of 
Power. 
 Ketegangan ekonomi akibat sanksi 
ekonomi UE menempatkan Rusia pada posisi 
krisis ekonomi yang mengancam kelangsungan 
hidup (survival) dan keamanan nasional 
(security) negaranya. Ketegangan tersebut 
memperluas dampak sanksi ekonomi UE, yakni 
mempengaruhi dinamika perdagangan kedua 
pihak. Akibat ketegangan ekonomi tersebut, 
perdagangan Rusia jauh lebih rendah dengan 
UE. Akibatnya, Rusia berada pada neraca 
perdagangan negatif. Rendahnya perdagangan 
Rusia dari UE dalam perdagangan kedua pihak 
disimpulkan bahwa UE akan mendominasi 
perdagangan Rusia dan UE. Hal tersebut 
mempertegas dampak kerugian bagi Rusia. 

Kelangsungan hidup (survival) Rusia serta 
keamanan nasional (security) khususnya sektor 
finansial, mendorong Rusia untuk merespon 
sanksi ekonomi UE. Respon Rusia terhadap 
sanksi ekonomi UE tidak menggunakan 
kekuatan militer, melainkan menggunakan 
kekuatan ekonomi berupa economic statecraft, 
yakni sanksi negatif. Economic statecraft yang 
dilakukan Rusia adalah sanksi negatif berupa 
embargo produk agrikultur dan makanan 
negara-negara anggota UE selama satu tahun. 
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